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BAB I

PENDAHULUAN

A.
Latar Belakang

Berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik  Indonesia telah dianugerahi sebagai negara kepulauan yang terdiri atas  beribu pulau, terletak memanjang di garis khatulistiwa, serta di antara  dua benua dan dua samudera, mempunyai posisi dan peranan yang  sangat penting dan strategis untuk mendukung pembangunan ekonomi, pemantapan integrasi nasional guna memperkukuh ketahanan nasional, serta menciptakan ketertiban dunia dan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebagaimana  diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 


Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta infrastrukturnya mempunyai  peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari  upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jalan sebagai prasarana transportasi darat meliputi segala bagian jalan, karena semua pusat kegiatan beserta wilayah pengaruhnya membentuk satuan wilayah pengembangan. Pusat pengembangan dimaksud dihubungkan dalam satu hubungan hierarkis dalam bentuk jaringan jalan yang menunjukkan struktur tertentu dengan titik berkumpulnya dengan nama terminal angkutan. Dengan struktur tersebut, bagian infrastruktur penunjang akan memegang peranan masing-masing sesuai dengan hierarkinya. 

Dilihat dari  aspek sumber daya  (resources), Terminal sebagai salah satu sarana penunjang transportasi yang merupakan urat nadi kehidupan masyarakat yang mempunyai peranan penting dalam usaha pengembangan kehidupan bermasyarakat dan  bernegara. Dalam kerangka tersebut, Terminal sebagai sarana penunjang transportasi mempunyai peranan untuk mewujudkan sasaran pembangunan.
Dari aspek ekonomi, Terminal sebagai sarana penunjang transportasi sebagai modal sosial masyarakat merupakan katalisator proses produksi, pasar, dan konsumen akhir. Dari aspek sosial budaya, keberadaan Terminal membuka cakrawala masyarakat yang dapat menjadi wahana dinamika sosial, transformasi dan toleransi, dan mencairkan sekat budaya. 

Dari aspek politik, keberadaan Terminal sebagai sarana penunjang transportasi  menghubungkan dan mengikat antar daerah, sedangkan dari aspek pertahanan dan keamanan, keberadaan jalan memberikan akses dan mobilitas dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan. 

Dari aspek lingkungan, Terminal merupakan bagian unsur dari lingkungan hidup, karena Terminal merupakan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Keberadaan Terminal yang lengkap dan efisien diperlukan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Dari aspek kewenangan dapat diuraikan bahwa Terminal sebagai sarana penunjang transportasi sebagai bagian dari ruang wajib dikelola sesuai dengan peruntukannya. UU No. 23 Tahun 2014 pada intinya memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah, sehingga  ada peluang dan kebebasan bagi Daerah  untuk lebih leluasa  mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri, sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi setiap Daerah. Kewenangan Pemerintah Daerah dilaksanakan secara luas, utuh dan bulat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pada semua aspek pemerintahan. 

Pembagian kewenangan ini pada hakikatnya merupakan pembagian tugas, kewajiban, dan tanggung jawab. Hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah juga merupakan hubungan dan pembagian tugas dari Negara kepada penyelenggara negara pada tingkat Pusat secara nasional dan Daerah secara regional dan lokal.

Kota Serang, adalah sebuah  wilayah administratif sebagai Ibukota dari  Provinsi Banten, Indonesia. wilayah administratif ini berbatasan dengan  Kabupaten Serang dan kabupaten pandeglang.
Kota Serang, yang memiliki ciri tersendiri, berbeda dengan daerah Kabupaten/Kota lainnya yang bersumber dari beban tugas, tanggung jawab, dan tantangan yang lebih kompleks. Kompleksitas permasalahan itu juga berkaitan erat dengan keberadaannya sebagai Ibukota pusat pemerintahan Provinsi, faktor luas wilayah yang terbatas, jumlah dan populasi penduduk yang tinggi dengan segala dampak yang ditimbulkannya terhadap aspek-aspek urbanisasi, keamanan, transportasi, lingkungan, pengelolaan kawasan khusus dan masalah sosial kemasyarakatan lain yang memerlukan pemecahan masalah secara sinergis melalui berbagai instrumen.

  
Untuk menjawab tantangan yang serba kompleks itu maka sangat dirasakan pentingnya pemberian otonomi hanya pada lingkup Provinsi agar dapat membina dan menumbuh kembangkan Kota Serang dalam satu kesatuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Dengan demikian, diharapkan Kota Serang akan mampu memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan terpadu kepada masyarakat. 

Dikaitkan dengan angkutan jalan dan Terminal sebagai sarana penunjang transportasi, Kota Serang  sebagai daerah yang otonom memiliki kewenangan untuk mengatur wilayahnya berdasarkan aspek pengelolaan aktivitas (kegiatan) transportasinya.

Kompleksitas permasalahan di Kota Serang dengan ciri tersendiri membawa dampak terhadap berbagai aspek, salah satu aspeknya yaitu bidang transportasi. Kewenangan Kota Serang dalam bidang transportasi dikategorikan dalam urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah Kota yang merupakan urusan dalam skala Kota. 

Dalam melaksanakan kewenangannya dalam urusan pemerintahan, Daerah Kabupaten Kota Serang berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 bahwa urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan. 

Berdasarkan ketentuan tersebut Pemerintah Kota Serang pun memiliki kewenangan untuk mengatur sumber pendanaan bagi kelangsungan pelaksanaan urusan pemerintahan. Dalam rangka pendanaan tersebut Pemerintah Kota Serang memiliki kewenangan untuk memperoleh sumber pendapatan dengan batasan Pasal 286 ayat (2) UU 23 Tahun 2014, bahwa pemerintahan daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang telah ditetapkan undang-undang. 

Peran strategis Lalu Lintas dan Terminal sebagai sarana penunjang transportasi dalam mendukung pembangunan nasional dan pengaturannya di atur dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan dalam Undang-undang ini Terminal sebagai sarana penunjang transportasi sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus  dikembangkan potensi dan peranannya untuk mendorong pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan untuk menciptakan tata kelola hidup yang lebih baik dengan menjamin terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran, berlalu lintas dan angkutan jalan. UU No.22 Tahun 2009 mengatur bahwa Negara bertanggung jawab dalam Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan pembinaannya diserahkan pada pemerintah. Pembinaan tersebut di bagi menjadi empat urusan pemerintahan yaitu :  (a)  Perencanaan; (b) Pengaturan; (c) Pengendalian; dan (d)  Pengawasan.  

Dengan semangat otonomi daerah sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 maka dalam pelaksanaan pembinaan tersebut Pemerintah pusat dapat menyerahkan sebagian urusannya kepada Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Kabupaten/Kota. UU ini juga mengatur  bahwa penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam kegiatan pelayanan langsung pada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang meliputi penyusunan rencana program pelaksanaan pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta penetapan tingkat pelayanan jalan yang diinginkan dengan melakukan pengelolaan kebutuhan lalu lintas. 

Pengaturan lalu lintas dan Sarananya, selain memiliki tujuan untuk menciptakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang  aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain,  juga mempunyai tujuan untuk mendorong perekonomian daerah, mewujudkan kesejahteraan rakyat, persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa. Aspek keamanan juga  mendapatkan perhatian yang ditekankan dalam pengaturan Lalu Lintas  dan Angkutan Jalan. Selain itu, di dalam aturan lalu lintas dan angkutan jalan ini perlu  juga  ditekankan terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa (just  culture) melalui upaya pembinaan, pemberian bimbingan, dan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini serta dilaksanakan melalui program yang berkesinambungan.

Dalam rangka memajukan usaha di bidang angkutan umum, pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan ini, perlu didukung oleh pengaturan secara terperinci ketentuan teknis operasional mengenai persyaratan badan usaha angkutan Jalan agar mampu tumbuh  sehat, berkembang, dan kompetitif. Kemudian, untuk menjamin terwujudnya penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan. 

Dasar aturan Penyelenggaraan Terminal tipe C di atur di dalam Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2104 Pasal 36 Ayat 1 point D tentang  Angkutan Jalan. Oleh karena itu, untuk memberikan dasar pijakan dalam pelaksanaan tata kelola Terminal Tipe C tersebut, maka Pemerintah Daerah Kota Serang harus membuat Peraturan Daerah tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Perda sebagai jenis Peraturan perundang-undangan nasional memiliki landasan konstitusional dan landasan yuridis dengan diaturnya kedudukan Perda dalam UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), Undang-undang No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah termasuk perundang-undangan tentang daerah otonomi khusus dan daerah istimewa sebagai lex specialis dari Undang-undang  No. 23 Tahun 2014.
 Selain itu terkait dengan pelaksanaan wewenang dan tugas DPRD dalam membentuk Perda adalah Undang-undang  No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD. Penting pula untuk diperhatikan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi sebagai pengganti Undang-undang No.18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No.34 Tahun 2004, dalam rangka pengendalian Perda tentang Pajak dan Retribusi.

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dalam kaitan ini maka sistem hukum nasional memberikan kewenangan atributif kepada daerah untuk menetapkan Perda dan peraturan daerah lainnya, dan Perda diharapkan dapat mendukung secara sinergis program-program Pemerintah di daerah.

Perda sebagaimana Peraturan perundang-undangan lainnya memiliki fungsi untuk mewujudkan kepastian hukum (rechtszekerheid, legal certainty). Untuk berfungsinya kepastian hukum Peraturan perundang-undangan harus memenuhi syarat-syarat tertentu antara lain konsisten dalam perumusan dimana dalam Peraturan perundang-undangan yang sama harus terpelihara hubungan sistematik antara kaidah-kaidahnya, kebakuan susunan dan bahasa, dan adanya hubungan harmonisasi antara berbagai peraturan perundang-undangan.

Pengharmonisasian Peraturan perundang-undangan memiliki urgensi dalam kaitan dengan asas peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga hal yang mendasar dalam penyusunan rancangan peraturan daerah adalah kesesuaian dan kesinkronannya dengan Peraturan perundang-undangan lainnya.

B.
Identifikasi Masalah.

1.
Bagaimanakah ketentuan hukum nasional mengatur mengenai Penyelenggaraan Terminal Tipe C.

2.
Bagaimanakah peran Stake Holder dalam membangun Penyelenggaraan Terminal Tipe C yang berdasarkan prinsip Good Goverment.
3.
Faktor-faktor apakah yang menyebabkan perlu dibuatnya peraturan daerah Kota Serang di bidang Penyelenggaraan Terminal Tipe C.


C.
Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik tentang Penyelenggaraan Terminal Tipe C.


1.
Tujuan.

Naskah Akademik ini disusun untuk merumuskan pokok-pokok pikiran yang akan menjadi bahan dan dasar bagi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Serang tentang Penyelenggaraan Terminal Tipe C berdasarkan amanat Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan wajib dilakukan secara demokratis, aspiratif, akomodatif, partisipatif, dan kolaboratif.


2.
Kegunaan. 

Naskah Akademik ini diharapkan :  

a)
Bagi Pemerintah Kota Serang :

1)
Dapat memberikan pemahaman kepada pengambil kebijakan tentang Penyelenggaraan Terminal Tipe C dan tata cara penerapannya.

2)
Dapat memberikan kerangka hukum (legal framework) bagi perumusan ketentuan dan pasal-pasal dari Raperda tentang Penyelenggaraan Terminal Tipe C.


b)
Secara umum :

1)
Instrumen hukum  untuk menstimulasi proses Penyelenggaraan Terminal Tipe C yang baik; 

2)
Singkronisasi sistem koneksitas dalam tata kelola angkutan dan jalan antar wilayah dalam kota Serang; 

3)
Penambahan Pendapatan Retribusi dalam proses Penyelenggaraan Terminal Tipe C diperuntukkan bagi pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana transportasi umum; 



c)
Bagi Masyarakat.

1)
Diharapkan akan adanya kesadaran dan ketertiban hukum masyarakat terkait aturan-aturan lalu lintas dan sarana penunjangnya; 

2)
Turut serta terlibat dalam ketertiban dalam mobilisasi dalam rangka pembangunan Nasional; 

D.
Metode Penelitian.


Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:


1.
Kajian Yuridis Normatif

Kajian yuridis normatif atau penelitian hukum normatif disebut juga penelitian  doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis  dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. 

Oleh karena itu: pertama, sebagai sumber datanya hanyalah data sekunder, yang terdiri dari :

a)
Bahan hukum primer, bahan-bahan hukum yang mengikat yaitu  Peraturan Perundang-undangan. Adapun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan retribusi di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, adalah Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-undang No. 28 Tahun 2009, Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Undang-undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan.



2)

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum, makalah-makalah, jurnal ilmiah, dan hasil-hasil penelitian.



3)
Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), eksiklopedia, kamus artikel-artikel pada koran/surat kabar dan majalah-majalah.

Kedua, karena penelitian hukum normatif sepenuhnya menggunakan data sekunder (bahan kepustakaan), penyusunan kerangka teoretis yang bersifat tentatif (skema) dapat ditinggalkan, tetapi penyusunan kerangka konsepsional mutlak diperlukan. Di dalam menyusun kerangka konsepsional, dapat dipergunakan perumusan-perumusan yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penelitian. 

Ketiga, dalam penelitian hukum normatif tidak diperlukan hipotesis, kalaupun ada, hanya hipotesis kerja. 

Keempat, konsekuensi dari (hanya) menggunakan data sekunder, maka pada penelitian hukum normatif tidak diperlukan sampling, karena data sekunder (sebagai sumber utamanya) memiliki bobot dan kualitas tersendiri yang tidak bisa diganti dengan data jenis lainnya. Biasanya penyajian data dilakukan sekaligus dengan analisisnya.


2.
Kajian Yuridis Sosiologis.

Pada kajian hukum atau penelitian hukum yang sosiologis, hukum dikonsepkan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain. Apabila hukum sebagai gejala sosial yang empiris sifatnya, dikaji sebagai variabel bebas/sebab (independent variable) yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial, kajian itu merupakan kajian hukum yang sosiologis (socio-legal research). 

Namun, jika hukum dikaji sebagai variabel tergantung/akibat  (dependent variable) yang timbul sebagai hasil dari berbagai kekuatan dalam proses sosial, kajian itu merupakan kajian sosiologi hukum (sociology of law). 

Perbedaan antara penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum sosiologis, dapat  diuraikan karakteristik yang dimiliki oleh penelitian hukum sosiologis :

a. 
Seperti halnya pada penelitian hukum normatif yang (hanya) menggunakan bahan kepustakaan sebagai data sekundernya,  maka penelitian hukum yang sosiologis, juga menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Dengan demikian, penelitian hukum yang sosiologis tetap bertumpu pada premis normatif, berbeda dengan penelitian ilmuilmu sosial yang hendak mengkaji hukum, di mana hukum “ditempatkan” sebagai dependent variable, oleh karena itu, premis sosiallah yang menjadi tumpuannya. 

b.
Definisi operasionalnya dapat diambil dari peraturan perundang-undangan, khususnya terhadap penelitian yang hendak meneliti efektivitas suatu undang-undang. 

c. 
Hipotesis kadang-kadang diperlukan,  misalnya penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel. 

d. 
Akibat dari jenis datanya (data sekunder dan data primer), maka alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara 

(interview). Pada penelitian hukum sosiologis selalu diawali dengan studi dokumen, sedangkan pengamatan (observasi) digunakan pada penelitian yang hendak mencatat atau mendeskripsikan perilaku (hukum) masyarakat. Wawancara (interview) digunakan pada penelitian yang mengetahui misalnya, persepsi, kepercayaan, motivasi, informasi yang sangat pribadi sifatnya.

e.
Penetapan sampling harus dilakukan, terutama jika hendak meneliti perilaku (hukum) warga masyarakat. Dalam penarikan sampel, hendaknya diperhatikan sifat  atau ciri-ciri populasi. 

f. 
Pengolahan datanya dapat dilakukan baik secara kualitatif dan/atau kuantitatif. 

Akhirnya, kegunaan penelitian hukum sosiologis adalah untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum  (law enforcement). Karena penelitian jenis ini dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada di balik pelaksanaan dan penegakan hukum. Disamping  itu, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan dalam penyusunan suatu peraturan perundang-undangan. Dikaitkan dengan kajian hukum penerapan Penyelenggaraan Terminal Tipe C  maka kajian hukum yang sosiologis sangat berguna dalam rangka penyusunan suatu peraturan perundang-undangan yang akan mengaturnya, bahwa setiap norma hukum yang dituangkan dalam perundangundangan haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan dengan realitas kesadaran hukum masyarakat.


3.
Kajian Yuridis Filosofis.  

Setiap masyarakat selalu mempunyai  rechtsidee yakni apa yang masyarakat harapkan dari hukum, misalnya hukum diharapkan untuk menjamin adanya keadilan, kemanfaatan dan ketertiban maupun kesejahteraan. Cita hukum atau  rechtsidee tumbuh dalam sistem nilai masyarakat tentang baik dan buruk, pandangan mereka mengenai hubungan individual dan kemasyarakat dan lain sebagainya termasuk pandangan tentang dunia gaib. Semua ini bersifat filosofis, artinya menyangkut pandangan mengenai inti atau hakikat sesuatu. Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat.

Menurut  Rudolf Stammier,  cita hukum adalah konstruksi pikiran yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum pada cita-cita yang diinginkan masyarakat. Selanjutnya Gustav Radbruch seorang ahli filsafat hukum seperti Stammler dari aliran NeoKantian menyatakan bahwa cita hukum berfungsi sebagai tolok ukur yang bersifat regulatif dan konstruktif. Tanpa cita hukum, hukum akan kehilangan maknanya.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan proses terwujudnya nilai-nilai yang terkandung cita hukum ke dalam norma hukum tergantung pada tingkat kesadaran dan penghayatan akan nilai-nilai tersebut oleh para pembentuk peraturan perundang-undangan. Tiadanya kesadaran akan nilai-nilai tersebut dapat terjadi kesenjangan antara cita hukum dan norma hukum yang dibuat.

4.
Kajian Yuridis Komparasi (Penelitian Perbandingan Hukum). 

Dalam kajian komparasi atau penelitian perbandingan hukum, acapkali yang diperbandingkan adalah sistem hukum masyarakat yang satu dengan sistem hukum masyarakat yang lain, sistem hukum negara yang satu dengan sistem hukum negara lainnya. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan masing-masing sistem hukum yang diteliti. Sebagaimana dikemukakan oleh D. Kokkini-latridou yang menyatakan: 

”No matter how systematically it is carried out, research cannot be described as being ‘comparative’ if it does not give an ‘explanation’ of the similarities and differences”.

Pendapat D. Kokkini-latridou dapat diartikan bahwa: ”Bagaimanapun sistematisnya hal itu dilakukan, suatu penelitian tidak dapat dikatakan sebagai ‘perbandingan’ jika penelitian tersebut tidak memberikan penjelasan tentang persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan”. 

Jika ditemukan persamaan dari masing-masing sistem hukum tersebut, dapat dijadikan dasar unifikasi sistem hukum. Dalam kaitannya dengan kajian hukum Retribusi di bidang lalu lintas dan angkutan jalan  diperlukan komparasi atau perbandingan dalam kajian atau penelitian ini dari berbagai daerah  yang telah terlebih dahulu menerapkan Penyelenggaraan Terminal Tipe C untuk dijadikan bahan perbandingan. Jika sesuai dengan kondisi khususnya di Kota Serang,  maka tidak ada salahnya diterapkan di sini.

BAB II

ASAS-ASAS YANG DIGUNAKAN DALAM

PENYUSUNAN NORMA

A.
Pengertian dan Peranan Asas Hukum.

Dalam ilmu hukum yang dimaksud dengan asas adalah pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan konkrit yang terdapat di dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim, yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan konkrit tersebut.


Lebih lanjut, beberapa pakar memberikan pengertian asas hukum, seperti Paul Scholten yang memberikan pengertian asas hukum sebagai berikut :

“Asas hukum adalah pikiran-pikiran dasar, yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum, masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, yang berkenaan dengannya dimana ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya”.


Kemudian Satjipto Rahardjo, mengartikan asas hukum sebagai suatu hal yang dianggap oleh masyarakat hukum yang bersangkutan sebagai basic truth atau kebenaran asasi, sebab melalui asas-asas hukum  itulah pertimbangan etis dan sosial masyarakat masuk ke dalam hukum. Dengan demikian, asas hukum menjadi semacam sumber untuk menghidupi tata hukumnya dengan nilai-nilai etis, moral, dan sosial masyarakatnya.
 Asas-asas hukum berfungsi untuk menafsirkan aturan-aturan hukum dan juga memberikan pedoman bagi suatu perilaku. Asas hukum pun menjelaskan dan menjustifikasi norma-norma hukum, dimana di dalamnya terkandung nilai-nilai ideologis tertib hukum.


Smits, memberikan pandangannya bahwa asas hukum memiliki 3 (tiga) fungsi, yaitu : Pertama, asas-asas hukum memberikan keterjalinan dari aturan-aturan hukum yang tersebar; Kedua, asas-asas hukum  dapat difungsikan untuk mencari pemecahan atas masalah-masalah baru yang muncul dan membuka bidang-bidang liputan masalah baru. Dari kedua fungsi tersebut, diturunkan fungsi ketiga, bahwa asas-asas dalam hal-hal demikian dapat dipergunakan untuk “menulis ulang” bahan-bahan ajaran hukum yang ada sedemikian rupa, sehingga dapat dimunculkan solusi terhadap persoalan-persoalan baru yang berkembang.


Merujuk pada uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa asas-asas hukum bertujuan untuk memberikan arahan yang layak/pantas menurut hukum (rechtmatig) dalam hal menggunakan  atau menerapkan aturan-aturan hukum. Asas hukum berfungsi sebagai pedoman atau arahan orientasi berdasarkan mana hukum dapat dijalankan. Asas-asas hukum tersebut tidak saja akan berguna sebagai pedoman ketika menghadapi kasus-kasus sulit, tetapi juga dalam hal menerapkan aturan.

B.
Asas-Asas Dalam  Peraturan Daerah di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Penyelenggaraan Terminal Tipe C.


Di dalam hukum pembentukan peraturan daerah dimuat sejumlah asas-asas hukum, dimana pilihan asas itu haruslah dilandasi oleh filosofi dan tujuan pengembangan dan penerapan Penyelenggaraan Terminal Tipe C di bidang lalu lintas dan angkutan jalan,  dan pada gilirannya asas-asas tersebut terjabarkan dalam draf ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah terkait dengan Tata Kelola Terminal nantinya.
Secara khusus penerapan Penyelenggaraan Terminal Tipe C memuat asas-asas/prinsip-prinsip sebagai berikut :

1.
Kelestarian  

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi. Kewajiban dan tanggung jawab itu ditunjukkan melalui upaya pelestarian daya dukung dan daya tampung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup, yang diwujud dengan memfasilitasi identifikasi opsi-opsi pembangunan/upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan dengan alternatif rancangan/usulan yang lebih baik. 

2.
Keberlanjutan 

Yang dimaksud dengan keberlanjutan adalah adanya kesinambungan antara kebijakan yang akan diambil dengan kebijakan sebelumnya baik itu dalam aspek perencanaan, penyelenggaraan ataupun pemanfaatan sumber daya sektor transportasi. Terkait dengan penerapan Penyelenggaraan Terminal Tipe C di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, pendapatan yang diperoleh dari Retribusi dari bidang lalu lintas dan angkutan jalan harus dimanfaatkan kembali untuk peningkatan layanan sektor transportasi secara berkelanjutan, sehingga penerapan Penyelenggaran Terminal Tipe C di bidang lalu lintas dan angkutan jalan harus merupakan kelanjutan bahkan peningkatan dari kebijakan demand manajemen yang sebelumnya telah diambil dan bukan malah sebaliknya. 

3.
Keserasian dan keseimbangan 

Yang dimaksud dengan “asas keserasian dan keseimbangan” adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem. Dalam hal ini penyelenggaraan-nya senantiasa dijiwai atau dipandu oleh nilai-nilai keseimbangan, keadilan dan kesetaraan  berdasarkan kepentingan sosial.
4.
Manfaat 

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya. 

5.
Keterpaduan 

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait. Dalam hal ini dapat diwujudkan dalam bentuk: 

a.
Memastikan bahwa penerapan dan pengembangan Penyelenggaraan Terminal Tipe C di bidang lalu lintas dan angkutan jalan sudah relevan untuk tercapainya pembangunan berkelanjutan. 

b.
Memuat saling keterkaitan antara aspek biofisik, sosial, dan ekonomi untuk setiap pemanfaatan ruang. 

c.
Terkait secara hierarkis dengan kebijakan di sektor tertentu dan wilayah (lintas batas) termasuk dengan sektor keuangan. 

6.
Kehati-hatian (pencegahan) 

Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian atau pencegahan” adalah bahwa setiap usaha atau kegiatan harus disusun berdasarkan perencanaan yang matang sehingga dapat dilakukan antisipasi atau upaya untuk mencegah dan  mengurangi kerusakan lingkungan. Upaya ini dilakukan mulai dari tahap perencanaan yaitu tentang pemilihan lokasi karena terkait dengan penataan ruang, pemilihan egiatan atau usaha, pemilihan teknologi, proses produksi atau pelaksanaannya.  

7.
Pencemar membayar 

Yang dimaksud dengan “asas pencemar membayar” adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan. Dalam konteks transportasi adalah pengguna membayar. 

8. 
Partisipatif 

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung. Asas ini dapat diwujudkan sebagai berikut :

a.
Memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang     berkepentingan, masyarakat yang potensial terkena dampak, dan instansi pemerintah disepanjang proses pengambilan keputusan. 

b.
Terdokumentasi secara eksplisit segala masukan dan pertimbangan yang mengemuka di dalam proses penetapan penerapan Peneyelenggaraan Terminal Tipe C di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. 

c.
Memiliki kejelasan informasi yang mudah dipahami, serta menjamin akses yang  memadai untuk semua informasi serta fasilitas Penyelenggaraan Terminal Tipe C di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang dibutuhkan. 

9. 
Tata kelola pemerintahan yang baik 

Yang dimaksud dengan “asas tata kelola pemerintahan yang baik” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan. 

10.
Otonomi 

Yang dimaksud dengan “asas otonomi daerah” adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.  


Selain itu, asas-asas yang harus dimuat dalam penyusunan peraturan daerah termasuk Peraturan Daerah Kota Serang tentang Penyelenggaraan Terminal Tipe C, yaitu dari sudut pandang :

1.
Materi Muatan Peraturan Daerah :


Penyusunan Peraturan Daerah Kota Serang Penyelenggaraan Terminal Tipe C, dilihat dari sudut pandang muatan peraturan daerahnya harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana digambarkan di bawah ini.

Sesuai dengan Pasal 12 Undang-undang No. 10 Tahun 2004, disebutkan bahwa  :

“Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”
Kemudian, Peraturan Daerah tersebut harus pula sesuai dengan Pasal 5 Undang-undang No. 10 Tahun 2004 Jo Pasal 138 Undang-undang No. 32 Tahun 2004, yang menentukan bahwa “Materi Perda harus memperhatikan asas materi muatan peraturan perundang-undangan,  antara lain asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan”, dan yang terpenting ketentuan Pasal 7 ayat (4) dan ayat (5) Undang-undang No.10 Tahun 2004 jo Pasal 136 ayat (4) Undang-undang No. 32 Tahun 2004 bahwa materi Perda dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan / atau peraturan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam penjelasan Pasal 136 ayat (4) Undang-undang No. 32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa ”bertentangan dengan kepentingan umum” adalah kebijakan yang berakibat terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya pelayanan umum, dan terganggunya ketentraman/ketertiban umum serta kebijakan yang bersifat diskriminatif.
Evaluasi atas Raperda ditujukan untuk melindungi kepentingan umum, menyelaraskan dan menyesuaikan materi Perda dengan perturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau Perda lainnya. Ketentuan ini mengisyaratkan bahwa pengharmonisasian Perda dilakukan baik secara vertikal maupun horizontal. 

Raperda yang mengatur Penyelenggaraan Terminal, sebelum disahkan oleh kepala daerah terlebih dahulu dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri untuk Raperda provinsi, dan oleh Gubernur terhadap Raperda kabupaten/kota.

2.
Urgensi Harmonisasi Peraturan Daerah  dengan Peraturan Perundang-undangan Lain.
Harmonisasi peraturan perundang-undangan adalah proses yang diarahkan untuk menuju keselerasan dan keserasian antara satu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya sehingga tidak terjadi tumpang tindih, inkonsistensi atau konflik/perselisihan dalam pengaturan. Dalam kaitannya dengan sistem asas hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya maka proses tersebut mencakup harmonisasi semua peraturan perundang-undangan termasuk Perda baik secara vertikal maupun horisontal.   

Dalam Undang-undang  No.10 Tahun 2004 terdapat rambu-rambu yang mengarahkan pada pentingnya harmonisasi peraturan perundang-undangan untuk semua jenis peraturan perundang-undangan termasuk Perda. 

Bab II, Pasal 5 Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang Asas Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa :

”Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perudang-undangan yang baik yang meliputi :

a. Kejelasan tujuan;

Yang dimaksud dengan "kejelasan tujuan" adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

b. Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.

c. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan

adalah bahwa dalam Pembentakan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-undangannya.

d. Asas dapat dilaksanakan

adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas Peraturan Perundang- undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

e.
Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan

adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

f.
Asas kejelasan rumusan.

adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

g. Asas keterbukaan.

adalah bahwa dalam proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan Peraturan Perundang-undangan.

Kemudian, Pasal 6 Undang-undang No. 10 Tahun 2004 berbunyi sebagai berikut :

(1)
Materi muatan peraturan perundang-undangan mengandung asas :


(a)
Asas pengayoman.

adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.

(b) Asas kemanusiaan.

adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

(c) Asas kebangsaan.

adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.

(d) Asas kekeluargaan.

adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

(e) Asas kenusantaraan.

adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

(f) Asas bhinneka tunggal ika.

adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan. bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

(g) Asas keadilan.

adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

(h) Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan.

adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

(i) Asas ketertiban dan kepastian hukum.

adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.




(j)
asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

(2)
Yang dimaksud dengan "asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan", antara lain:

(a)
Dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah;

(b)
Dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan iktikad baik.

BAB III 

MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH 

DAN KETERKAITANNYA DENGAN HUKUM POSITIF 

A.
Kajian Keterkaitan dengan Hukum Positif  yang Terkait.


Beberapa ketentuan hukum positif yang memiliki keterkaitan dengan pembentukan Peraturan Daerah Kota Serang di bidang Penyelenggaraan Terminal Tipe C, yaitu sebagai berikut :

	NO
	Materi
	Raperda Lalu lintas Dan Angkutan Jalan
	Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.


	UU Undang-undang Nomor 38 tahun 2004 tentang jalan

	1
	Asas dan tujuan
	Penyelenggaraan Terminal Tipe C
	Manajemen Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan memperhatikan:
a. asas transparan;
b. asas akuntabel;
c. asas berkelanjutan;
d. asas partisipatif;
e. asas bermanfaat;
f. asas efisien dan efektif;
g. asas seimbang;
h. asas terpadu; dan
i. asas mandiri.


	Penyelenggaraan jalan berdasarkan pada asas kemanfaatan, keamanan dan keselamatan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keadilan, transparansi dan akuntabilitas, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, serta kebersamaan dan
kemitraan.


	2.
	Ketentuan Pidana
	
	
	

	3.
	Penyidikan
	
	
	


Dari aspek ekonomi, Penyelenggaraan Terminal Tipe C sebagai modal sosial masyarakat merupakan katalisator di antara proses mobilisasi massa untuk produksi, pasar, dan konsumen akhir. Dari aspek sosial budaya, keberadaan terminal membuka cakrawala masyarakat yang dapat menjadi wahana perubahan sosial, membangun toleransi, dan mencairkan sekat budaya. Dari aspek politik, keberadaan Penyelenggaraan Terminal Tipe C menghubungkan dan mengikat antar wilayah dalam daerah kota Serang dan sekitarnya, sedangkan dari aspek pertahanan dan keamanan, keberadaanPenyelenggaraan Terminal Tipe C memberikan akses dan mobilitas dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan. 

B.
Materi Muatan Peraturan Daerah Kota Serang di Bidang Penyelenggaraan Terminal Tipe C.

Bagian ini membahas tentang ketentuan dan pengertian yang bersifat umum dan subtansi peraturan daerah ini.

1. Ketentuan umum

    Bagian ini membahas tentang ketentuan dan pengertian yang bersifat umum dan subtansi peraturan daerah ini.
2. Materi Pengaturan

Materi pengaturan dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I. Ketentuan umum yang membahas tentang ketentuan dan  pengertian yang bersifat umum dari substansi pengaturan daerah ini.

Bab  II.  Membahas tentang Maksud dan Tujuan di tetapkan nya Perda  Penyelenggaraan Tipe C
Bab III. Membahas tentang ruang lingkup yang meliputi beberapa aspek
Bab  IV. Membahas tentang kewenangan penyelenggaraan terminal
Bab  V. Membahas tentang Fungsi, Klasifikasi dan tipe Terminal 

Bab .VI. Membahas tentangTerminal penumpang dan lokasi terminal 
penumpang.

Bab VII. Ketentuan penggunaan tempat usaha dan fasilitas terminal untuk mejalankan usaha terminal
Bab VIII. Kewajiban dan larangan, baik orang ataupun kendaraan yang berada di terminal
Bab IX. Tentang pembinaan dan pengawasan
Bab X. Tentang kerjasama dengan pihak ketiga
Bab XI. Tentang Sanski Administratif

Bab XII. Ketentuan Penutup
BAB IV 

P E N U T U P 

A.
Kesimpulan.

1.
Ketentuan hukum nasional mengatur mengenai tata kelola Terminal Tipe C di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, yaitu : undang-undang no. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sesuai dengan doktrin hukum dan Undang-Undang nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka materi muatan Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi tingkatannya.

2.
Peran Terminal Tipe C dalam meningkatkan penerimaan asli daerah Kota Serang sangat penting sekali terutama dalam hal pengembangan sarana dan prasarana tranportasi umum di Kota Serang dan mendukung pembangunan nasional sebagai bagian dari sistem transportasi nasional untuk mendorong pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan untuk menciptakan tata kelola hidup yang lebih baik dengan menjamin terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran berlalu lintas.

3.  
Faktor-faktor apakah yang menyebabkan perlu dibuatnya peraturan daerah Kota Serang di bidang Penyelenggaraan Terminal Tipe C dilihat dari faktor internal dikarenakan tidak memadai penyediaan anggaran infrastruktur dan SDM untuk memenuhi kebutuhan sarana bidang lalu lintas dan angkutan jalan dalam kategori Terminal Tipe C. Sedangkan faktor eksternal kurangnya kesadaran masyarakat untuk tertib dalam menggunakan sarana transportasi massa. 

B.
Saran 
Oleh karena tata cara pengembangan dan penerapan Penyelenggaraan Terminal Tipe C sebagai sarana penunjang transportasi di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Serang Provinsi Banten sarat dengan persoalan teknis dan kebijakan Pemerintah Daerah, maka langkah selanjutnya setelah penerbitan Perda ini adalah segera menerbitkan Pedoman Pelaksanaan Tekhnis Penyelenggaraan Terminal Tipe C di Kota Serang. 

Adapun tentang substansi Pelaksanaan Tekhnis dapat mengacu berbagai Pedoman yang telah ada dalam perda daerah lain yang telah terlebih dahulu menerapkan Penyelenggaraan Terminal Tipe C berdasarkan aturan Undang-Undang dan peraturan di bawahnya sesuai kebutuhan dan relevansi wilayah penerapannya. 
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LAMPIRAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH 

WALIKOTA SERANG 

PROPINSI BANTEN
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR .. TAHUN 2019
TENTANG

PENYELENGGARAAN TERMINAL TYPE C
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SERANG,
Menimbang :  a. 
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pengguna terminal, diperlukan sarana, prasarana dan fasilitas terminal yang mendukung  kelancaran, ketertiban, keselamatan dan keamanan;   

b.
bahwa dengan semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi rakyat, maka diperlukan pengelolaan, pemeliharaan dan penertiban terminal yang lebih baik, jelas dan tegas;   

c.  bahwa sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan untuk menunjang kelancaran perpindahan orang di tempat tertentu perlu diselenggarakan Terminal serta ketentuan dalam Pasal 34 Ayat (1) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan menurut pelayanan terminal dapat di kelompokan ke dalam tipe A, B, C

d.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Terminal C; 

Mengingat : 
1. 
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara  Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 

4.
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

5. 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4748);

6.
Undang undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

7.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 

8. 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

9.
Peraturan Pemerintan No. 79 Tahun 2013 tentang jaringan lalu lintas dan angkutan jalan
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 514);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1244);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 570);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036).
Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG

dan

WALIKOTA SERANG

MEMUTUSKAN :

 Menetapkan :  
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TERMINAL TIPE C.   

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Serang.
4. Perangkat Daerah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Perangkat Daerah Kota Serang adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Terminal yang selanjutnya disebut UPTD Terminal merupakan pelaksana yang bertugas untuk melakukan penyelenggaraan operasional terminal penumpang untuk menjamin terjaganya kualitas pelayanan angkutan, tertib persyaratan operasional, administrasi dan teknis bagi perusahaan angkutan umum.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Terminal yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD Terminal adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Terminal pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan di Kota Serang.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk  kontrak  investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
9. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
10. Terminal Penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda trasportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.
11. Terminal tipe C merupakan terminal yang fungsi utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan Perkotaan atau Perdesaan.
12. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
13. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
14. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
15. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
16. Angkutan kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu Daerah dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
17. Mobil Penumpang Umum yang selanjutnya di sebut mobil penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang. 
18. Jalur Keberangkatan Kendaraan Umum adalah pelataran di dalam terminal yang disediakan bagi kendaraan umum untuk menaikkan penumpang.
19. Jalur Kedatangan Kendaraan Umum adalah pelataran di dalam terminal yang disediakan bagi kendaraan umum untuk menurunkan penumpang.
20. Tempat Tunggu Kendaraan Umum adalah pelataran di dalam terminal penumpang yang disediakan bagi kendaraan umum untuk menunggu dan siap menuju jalur pemberangkatan.
21. Tempat Istirahat Kendaraan adalah pelataran di dalam terminal yang disediakan bagi mobil bus dan mobil penumpang untuk istirahat sementara dan membersihkan kendaraan sebelum melakukan perjalanan.
22. Tempat Tunggu Penumpang adalah bangunan berupa ruang tunggu didalam terminal penumpang yang disediakan bagi penumpang yang akan melakukan perjalanan.
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah memberikan dasar hukum dalam perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan terminal tipe C di Daerah.
(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah :
a. terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan terminal tipe C;
b. terwujudnya sistem penyelenggaraan terminal tipe C yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat pengguna terminal tipe C ;
d. terwujudnya penyediaan fasilitas terminal tipe C yang aman, nyaman, tertib, lancar dan ramah lingkungan serta berhasil guna bagi masyarakat.
BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3
Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

a. kewenangan penyelenggaraan;
b. fungsi;
c. klasifikasi;
d. tipe;
e. penetapan lokasi;
f. fasilitas;
g. wilayah kewenangan lingkungan terminal;
h. pembangunan;
i. tugas dan tanggung jawab penyelenggara;
j. kewajiban, hak, dan larangan;
k. penyelenggaraan dan pembinaan; serta
l. pengawasan pada terminal penumpang dan terminal barang.
BAB IV
KEWENANGAN PENYELENGGARAAN TERMINAL
Pasal 4
(1) Kewenangan penyelenggaraan terminal berada pada Walikota.
(2) Penyelenggaraan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh UPTD Terminal.
(3) UPTD Terminal sebagaimana dimaksud ayat (2) dipimpin oleh Kepala UPTD yang bertanggung jawab kepada Kepala Perangkat Daerah.
Pasal 5
(1) Kepala UPTD Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) harus memiliki kualifikasi.
(2) Kepala UPTD Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dibantu oleh petugas terminal lainnya.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan petugas terminal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BAB V
FUNGSI, KLASIFIKASI, DAN TIPE TERMINAL

Pasal 6
(1) Terminal di Daerah berfungsi untuk menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda di tempat tertentu.
(2) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
a. terminal penumpang; dan/atau
b. terminal barang.
Pasal 7
(1) Terminal penumpang sebagaimana di maksud dalam Pasal 6 ayat (2) Huruf a menurut pelayananya di kelompokan dalam :

a. Tipe A;
b. Tipe B; dan
c. Tipe C

(2) Terminal barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf   b berfungsi melayani kegiatan bongkar dan/atau muat barang, serta perpindahan intra dan/atau antarmoda transportasi dan informasi muatan.
(3) Setiap tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam beberapa kelas berdasarkan intensitas Kendaraan yang dilayani.
Pasal 8

(1)
Terminal penumpang tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal  7  ayat (1) huruf a, merupakan terminal nasional  yang  berfungsi  melayani kendaraan umum angkutan antar kota antar provinsi, angkutan antar kota dalam provinsi, angkutan perkotaan  dan  angkutan perdesaan.

(2)
Terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal  7  ayat (1) huruf b, merupakan terminal tingkat provinsi yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar  kota  dalam  provinsi, angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan.

(3)
Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal  7  ayat (1) huruf c, merupakan terminal tingkat Kota berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan perkotaan.

Pasal 9

(1) Setiap tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibagi dalam beberapa kelas berdasarkan intensitas Kendaraan yang dilayani meliputi :

a. kelas 1 (satu);

b. kelas 2 (dua);

c. kelas 3 (tiga).
(2)
Intensitas kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hal-hal sebagai berikut :

a. tingkat permintaan dan jenis pelayanan angkutan;

b. keterpaduan pelayanan angkutan;

c. karateristik pelayanan angkutan;

d. jumlah dan kapasitas sarana pelayanan angkutan umum;

e. fasilitas prasarana terminal;

f. fasilitas utama;
g. fasilitas penunjang.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelas terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI

TERMINAL PENUMPANG

Bagian Kesatu
Penetapan Lokasi Terminal Penumpang 
Pasal 10
(1) Penentuan lokasi Terminal Penumpang dilakukan dengan memperhatikan rencana kebutuhan Terminal Penumpang yang merupakan bagian dari Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
(2) Penetapan lokasi Terminal dilakukan dengan memperhatikan:
a. tingkat aksesibilitas Pengguna Jasa Angkutan;
b. kesesuaian lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota;
c. kesesuaian
dengan
rencana
pengembangan
dan/atau
kinerja jaringan Jalan, jaringan trayek, dan jaringan lintas;
d. kesesuaian
dengan
rencana
pengembangan
dan/atau
pusat kegiatan;
e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain;
f. permintaan angkutan;
g. kelayakan teknis, finansial, dan ekonomi;
h. keamanan dan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan/atau
i. kelestarian lingkungan hidup.
Pasal 11
Penetapan lokasi terminal penumpang tipe C selain harus memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) harus memenuhi persyaratan :
a. terletak pada pusat lokasi kegiatan jasa dan/atau fasilitas umum yang merupakan bangkitan perjalanan;
b. terletak dalam jaringan trayek angkutan kota, perdesaan/perkotaan;
c. terletak di jalan arteri, kolektor atau lokal dengan kelas jalan paling tinggi kelas III;
d. luas lahan yang tersedia disesuaikan dengan perkiraan kebutuhan penyelenggaraan terminal yang akan datang berdasarkan studi kelayakan;
e. lokasi   memiliki kemudahan  aksesibilitas
untuk seluruh pengguna jasa terminal.
Pasal 12
Penetapan lokasi terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Kedua

Fasilitas Terminal Penumpang
Pasal 13
(1) Setiap penyelenggaraan terminal penumpang tipe C wajib menyediakan fasilitas yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan.
(2) Fasilitas Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. fasilitas  utama; dan
b. fasilitas penunjang.
Pasal 14

(1)
Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) huruf a, terdiri atas:

a. jalur pemberangkatan;

b. jalur kedatangan;

c. tempat naik turun penumpang;

d. tempat parkir kendaraan umum;

e. bangunan kantor terminal;

f. tempat tunggu penumpang, pengantar dan/atau penjemput;

g. menara pengawas;

h. loket penjualan karcis;

i. rambu-rambu dan papan informasi yang paling kurang memuat    petunjuk jurusan, tarif dan jadwal perjalanan;
j. pelataran parkir kendaraan pengantar, penjemput dan/atau taksi.

(2) Jalur pemberangkatan, jalur kedatangan, tempat parkir kendaraan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d luas dan jumlahnya disesuaikan dengan permintaan angkutan, karakteristik pelayanan, waktu tunggu, karakteristik parkir dan dimensi kendaraan.

(3) Tempat tunggu penumpang, pengantar dan/atau penjemput sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, disesuaikan dengan volume kedatangan dan keberangkatan penumpang, pengantar dan/atau penjemput.
(4) Loket penjualan karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, ditempatkan pada lokasi dekat dengan jalur pemberangkatan kendaran umum.

Pasal 15
Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat  (2)  huruf b, berupa :

a. kamar kecil/ toilet;

b. mushola;

c. kios/ kantin;

d. ruang pengobatan;

e. ruang informasi dan pengaduan;

f. ruang menyusui;

g. fasilitas telekomunikasi;

h. tempat penitipan barang;

i. tempat penitipan kendaraan;

j. alat pemadam kebakaran; dan/atau
k. taman.
Pasal 16

(1) Fasilitas terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilengkapi dengan fasilitas bagi penumpang penderita cacat, yang luas dan jenisnya sesuai dengan kebutuhan serta diberi rambu-rambu atau petunjuk.
(2) Pengaturan tata letak dari fasilitas-fasilitas terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus memperhatikan keterkaitan fungsi dari masing-masing fasilitas dimaksud.

Pasal 17

Untuk menjaga kondisi fasilitas Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 penyelenggara Terminal wajib melakukan pemeliharaan.

Bagian Ketiga

Wilayah Kewenangan Terminal Penumpang

Pasal 18

(1) Wilayah kewenangan terminal penumpang tipe C terdiri dari:

a. wilayah lingkungan kerja terminal; dan

b. wilayah pengawasan terminal.

(2)
Wilayah lingkungan kerja terminal tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memiliki batas-batas yang jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat 
Pembangunan Terminal Penumpang

Pasal 19

Pembangunan terminal penumpang tipe C dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan dapat bekerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

(1) Pembangunan terminal penumpang tipe C harus dilengkapi dengan :

a. rancang bangun;

b. buku kerja rancang bangun;

c. rencana induk terminal;

d. analisis dampak lalu lintas; dan

e. izin lingkungan.

(2)
Pembuatan rancang bangun dan buku kerja rancang bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, harus memperhatikan :

a. fasilitas terminal penumpang sebagaimana diatur dalam Pasal 13;

b. batas antara wilayah lingkungan kerja terminal dengan lokasi lain  di luar terminal;
c. pemisahan antara arus lalu lintas  kendaraan  dan  pergerakan orang di dalam terminal;

d. pemisahan jalur lalu lintas kendaraan di dalam terminal; dan
e. manajemen dan rekayasa lalu lintas di wilayah pengawasan terminal.

(3) Pembuatan dan penyusunan rencana induk terminal, analisis dampak lalu lintas dan izin lingkungan disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Pengesahan rancang bangun terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh Walikota.
(5) Analisis Dampak Lalu Lintas dan/atau kajian lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disetujui oleh Walikota dan disahkan oleh :

a. Direktur Jenderal Perhubungan Darat apabila akses terminal dari dan ke jalan nasional.

b. Gubernur apabila akses terminal dari dan ke jalan provinsi.

Bagian Kelima

Tugas dan Tanggung Jawab Penyelenggara

Terminal Penumpang

Pasal 21

Penyelenggaraan terminal penumpang meliputi :

a. pengelolaan;

b. pemeliharaan; dan

c. penertiban terminal.

Pasal 22

(1) Pengelolaan terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a meliputi:

a. kegiatan perencanaan operasional;

b. kegiatan pelaksanaan operasional; dan
c. kegiatan pengawasan operasional.

(2) Kegiatan perencanaan operasional terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a. penataan pelataran terminal menurut rute dan jurusan;

b. penataan fasilitas penumpang;

c. penataan fasilitas penunjang penumpang;

d. penataan arus lalu lintas di wilayah pengawasan terminal;

e. penyajian daftar rute perjalanan dan tarif angkutan;

f. penyusunan daftar perjalanan dan tarif angkutan;

g. penyusunan jadwal petugas terminal;

h. penyusunan sistem informasi manajemen perencanan terminal; dan

i. evaluasi sistem pengoperasian terminal.

(3) Kegiatan pelaksanaan operasional terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. pengaturan tempat tunggu dan arus kendaran umum di dalam terminal;

b. pemeriksaan kartu pengawasan dan jadwal pemberangkatan serta kelaikan jalan kendaraan umum di dalam terminal;

c. pengaturan kedatangan dan pemberangkatan kendaraan menurut jadwal yang telah ditetapkan;

d. pemungutan retribusi terminal;

e. pemberitahuan kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum pada penumpang;

f. pengaturan arus lalu lintas di wilayah kerja pengawasan terminal;

g. pencatatan dan pelaporan pelanggaran;

h. mencatat jumlah kendaraan dan penumpang yang datang dan berangkat; dan

i. melaksanakan sistem informasi manajemen operasional terminal.

(4)  Kegiatan pengawasan operasional terminal penumpang   sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, meliputi pengawasan terhadap :

a. tarif angkutan;

b. kelaikan jalan kendaran yang dioperasikan;

c. kapasitas muatan yang diizinkan;

d. pelayanan yang diberikan oleh penyedia jasa angkutan;
e. pemanfaatan terminal serta fasilitas penunjang sesuai dengan peruntukannya; dan
f. pelaksanaan sistem informasi manajemen pengawasan terminal.

Pasal 23

Pemeliharaan terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b meliputi :

a. menjaga keutuhan dan kebersihan bangunan terminal;

b. menjaga keutuhan dan kebersihan pelataran terminal serta perawatan rambu, marka, dan papan informasi;

c. merawat saluran-saluran air;

d. merawat instalasi dan lampu penerangan;

e. merawat alat komunikasi; dan

f. merawat sistem pemadaman kebakaran.

Pasal 24

Penertiban terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, dilakukan terhadap kegiatan yang dapat mengganggu fungsi pokok terminal.

BAB VII
PENGGUNAAN TEMPAT USAHA DAN FASILITAS TERMINAL UNTUK MENJALANKAN USAHA TERMINAL

Bagian Kesatu
Penggunaan Tempat Usaha Terminal

Pasal 25

(1) Setiap orang dan/atau badan yang menjalankan usaha di terminal harus mendapatkan izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Penggunaan Fasilitas Terminal Untuk Menjalankan Usaha

Pasal 26

Pelayanan jasa terminal dapat dipungut retribusi terminal yang diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB VIII 
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu 
Kewajiban

Pasal 27

Setiap orang yang berada di terminal wajib tunduk pada petunjuk dan ketentuan dari Penyelenggara Terminal dalam hal menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kesehatan di lingkungan dan/atau wilayah operasi terminal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-  undangan.

Pasal 28

Setiap Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek wajib singgah di Terminal yang sudah ditentukan, kecuali ditetapkan lain dalam izin trayek.

Pasal 29

(1) Setiap kendaraan bermotor umum dalam trayek yang masuk terminal wajib berhenti di tempat yang disediakan sesuai dengan jurusannya, kecuali kendaraan bermotor umum yang tidak berjadwal.
(2) Setiap kendaraan non umum yang masuk terminal harus menempatkan dan/atau memarkir kendaraan pada pelataran parkir kendaraan pengantar dan atau lokasi parkir khusus yang ditetapkan Walikota.

Pasal 30

(1)
Setiap kendaraan bermotor umum dalam trayek yang masuk terminal untuk menaikkan dan menurunkan penumpang wajib mematuhi jam keberangkatan.

(2)
Setiap kendaraan bermotor umum dalam trayek yang beroperasi di wilayah daerah, yang memulai dan mengakhiri perjalanan di terminal wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, persyaratan administrasi serta mematuhi rambu-rambu dan tanda-tanda lalu lintas yang ada di terminal.

 (3)
Setiap kendaraan bermotor umum dalam trayek yang masuk terminal wajib dilengkapi dengan tempat sampah.

Pasal 31

(1)
Setiap pengusaha angkutan wajib menempati loket-loket karcis yang ada di terminal.

(2)
Setiap orang yang masuk dan keluar terminal wajib melalui jalan yang telah ditentukan.

 (3)
Setiap orang yang berada di terminal wajib menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan terminal.

 (4)
Setiap orang yang menggunakan fasilitas utama dan fasilitas penunjang di terminal wajib disesuaikan dengan fungsinya.

Pasal 32

Untuk menjaga/memelihara dan menciptakan kebersihan dan keindahan, setiap orang wajib :

a. menyediakan tempat sampah untuk sampah basah dan kering pada tempat usahanya.

b. membuang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap hari ke tempat pembuangan sampah sementara (TPS).

Pasal 33

Petugas parkir kendaraan dan/atau badan yang mengelola tempat parkir kendaraan di terminal, wajib menjaga kebersihan dan bertanggung jawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya apabila terjadi kerusakan dan/atau kehilangan.

Pasal 34

Setiap pemegang hak pakai tempat usaha di terminal wajib :

a. memasang papan nama/identitas dan jenis usaha yang lakukan di   lokasi kios dan loket.

b. melakukan kegiatan usahanya paling lama 1 (satu) bulan setelah izin diberikan.

c. membayar retribusi dan/atau pajak daerah yang ditetapkan tepat pada waktunya.

d. memelihara keamanan, ketertiban, kebersihan, kerapian dan keindahan tempat usaha serta memelihara fasilitas terminal yang disediakan.

e. menempatkan dan menata barang secara teratur, rapi serta tidak mengganggu ketertiban lalu lintas orang maupun barang.

Pasal 35

Pengelola mobil penumpang umum, tempat usaha atau tempat lain yang bisa menjadi penghasil sampah, wajib membuang sampah di tempat pembuangan sementara atau bak-bak sampah dan tempat sampah lain di terminal yang ditentukan.

Bagian Kedua 
Larangan

Pasal 36

(1) Setiap orang dilarang bertempat tinggal/menetap di terminal.
(2) Setiap
orang
dilarang menjadi pengemis, pengamen, peminta sumbangan/derma, pemulung di lingkungan terminal.
(3) Setiap orang dilarang berjudi, minum-minuman keras, narkoba dan melakukan tindakan asusila di lingkungan terminal.
(4) Setiap orang dilarang menjadi calo, menjajakan dagangan asongan di dalam kendaraan di lingkungan terminal.

Pasal 37

Untuk menjaga/memelihara dan menciptakan kebersihan dan keindahan, setiap orang dilarang :

a. menebang pohon pelindung, merusak taman dan prasarana lainnya;

b. membuang sampah bukan pada tempatnya;

c. membuang/memasukkan sampah yang membahayakan dan mengganggu lingkungan ke dalam tempat sampah.

d. membakar sampah di lingkungan terminal yang dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan.
e. memasang, menulis, mencoret-coret atau mengotori, menempel atau menggantungkan benda-benda pada dinding pagar terminal  dan  fasilitas terminal kecuali tempat-tempat yang telah mendapat izin Penyelenggara Terminal.

Pasal 38

(1) Setiap pengemudi dan awak Kendaraan Bermotor Umum dilarang memaksa calon penumpang naik di atas kendaraannya.
(2) Setiap pengemudi dan awak Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek dilarang menaikkan dan menurunkan penumpang di luar terminal dan/atau di luar jalur yang telah ditentukan.
(3) Setiap pengemudi dan awak Kendaraan Bermotor Umum dilarang membongkar dan memuat barang di luar terminal dan/atau di luar jalur yang telah ditentukan.

Pasal 39

Setiap pemegang hak pakai tempat usaha di terminal dilarang :

a. mengubah dan atau menambah bangunan, memasang instalasi listrik tanpa izin Penyelenggara Terminal.

b. meletakkan barang di tempat lain selain dari tempat yang telah ditentukan.

c. mengganti jenis barang tanpa seizin Penyelenggara Terminal.
d. menjual barang yang dilarang atau dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia.

e. menggunakan tempat usaha sebagai tempat tinggal.

f. memindah tangankan izin hak pakai tempat usaha kepada pihak lain tanpa seizin Walikota.

g. melakukan kegiatan usaha pada tempat usaha yang telah di cabut izinnya.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 40

(1) Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan terminal.
(2) Pembinaan dan pengawasan seperti di maksud ayat pada (1) meliputi pemberdayaan, pengendalian dan penertiban.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 41

(1) Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan oleh perangkat daerah dan dapat di bentuk Tim dengan melibatkan instansi terkait.
(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB X

KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 42

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dalam hal penyelenggaraan terminal untuk meningkatkan layanan fasilitas terminal.
(2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 43

(1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 37, Pasal 38 dan Pasal 39 dapat dikenakan sanksi administratif berupa :

a. peringatan tertulis;

b. denda administratif;

c. pembekuan izin; dan/atau

d. pencabutan izin.

 (2) 
Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Walikota.

BAB XII
 KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Serang.

     
 Ditetapkan di Serang

 pada tanggal…………

WALIKOTA SERANG,

ttd

H. SYAFRUDIN, M.Si

Diundangkan di Serang

pada tanggal ……….. 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,

Ttd
LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2019 NOMOR……

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA SERANG

NOMOR     TAHUN ......
TENTANG

PENYELENGGARAAN TERMINAL TYPE C

I. UMUM

Kota Serang, adalah sebuah  wilayah administratif sebagai Ibukota dari Propinsi Banten, Indonesia yang berbatasan dengan  Kabupaten Serang dan kabupaten pandeglang, Kota Serang memiliki ciri tersendiri, berbeda dengan daerah Kabupaten/Kota lainnya yang bersumber dari beban tugas, tanggung jawab dan tantangan yang lebih kompleks. Terhadap permasalahan itu juga berkaitan erat dengan faktor luas wilayah yang terbatas, jumlah dan populasi penduduk yang tinggi dengan segala dampak yang ditimbulkannya terhadap aspek-aspek urbanisasi, keamanan, transportasi, lingkungan, pengelolaan kawasan khusus dan masalah sosial kemasyarakatan lain yang memerlukan pemecahan masalah secara sinergis melalui berbagai instrumen.
Untuk menjawab tantangan yang serba kompleks itu maka sangat dirasakan pentingnya pemberian otonomi hanya pada lingkup Provinsi agar dapat membina dan menumbuh kembangkan Kota Serang dalam satu kesatuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Dengan demikian, diharapkan Kota Serang akan mampu memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan terpadu kepada masyarakat. Apabila dikaitkan dengan angkutan jalan dan Terminal sebagai sarana penunjang transportasi, Kota Serang  sebagai daerah yang otonom memiliki kewenangan untuk mengatur wilayahnya berdasarkan aspek pengelolaan aktivitas (kegiatan) transportasinya.

Peran strategis Lalu Lintas dan Terminal sebagai sarana penunjang transportasi dalam mendukung pembangunan nasional dan pengaturannya di atur dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan dalam Undang-undang ini Terminal sebagai sarana penunjang transportasi sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan peranannya untuk mendorong pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan untuk menciptakan tata kelola hidup yang lebih baik dengan menjamin terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran, berlalu lintas dan angkutan jalan.

Pengaturan lalu lintas dan Sarananya, selain memiliki tujuan untuk menciptakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang  aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain,  juga mempunyai tujuan untuk mendorong perekonomian daerah, mewujudkan kesejahteraan rakyat, persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa. Aspek keamanan juga  mendapatkan perhatian yang ditekankan dalam pengaturan Lalu Lintas  dan Angkutan Jalan. Selain itu, di dalam aturan lalu lintas dan angkutan jalan ini perlu  juga  ditekankan terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa (just  culture) melalui upaya pembinaan, pemberian bimbingan, dan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini serta dilaksanakan melalui program yang berkesinambungan. Dasar aturan Penyelenggaraan Terminal tipe C di atur di dalam Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2104 Pasal 36 Ayat 1 point D tentang  Angkutan Jalan. Oleh karena itu, untuk memberikan dasar pijakan dalam pelaksanaan tata kelola Terminal Tipe C tersebut, maka Pemerintah Daerah Kota Serang Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Serang tentang Penyelenggaraan Terminal Type C.
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